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bahwa guna menjamin terlaksananya sistem informasi
manajemen kKependudukan vang berdavaguna dan berhasil
guna dalam rangka memperoleh data dasar dan informa-
si kepeﬁduduﬁan untuk Kepentingan survey dan sensus,
penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta -
pelayvanan Kepada masyvarakat, perlu menyelenggarakan
Pendattaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi
ManajamenJKEpEﬁéudukan (BIMDUK) sesuai dergan pera—
turan perundang-undangan: :

bahwa untuk maksud_iersebut pada huruf a Konsiderans -
Menimbang? periu menetapkan penyvelenggaraannva
dengan manuangkah ketentuan-ketentuannya dalam suatu

- Peraturan Dasrah. o

Undangwﬂndang Homor 62 Tahun 1958 tentang Kewargane—

garaan'ﬁ@publikTiﬁdéneaia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Momor 113, Tambahan Lemizaran
Hegara nomor 1647):

Undang~undang Nomor 5 Tahun 19?47tentang Pokok~pokok
Pemerintahan di  Daerah (Lembaran HNegara Republik
Indanesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembarain
Negaira Nomor 3037):

Undangwundang Momor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah
arn Desa (Lembaraﬁ Hegara Repubiik Ihdonesia Tahun
1979 Nomor 56, Tambahan Lembaian Negara Nomor 31533

Un#ahg~dnﬁaﬂg Homor 8 Tabun 1981 tentang Kitéb
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor
320%); L . o '

Retribusi Daerah {Lembaran Negafa’Tahun 1997  Nemor
41, Tambahan Lembaran Negara Momor 3685); =

Undang-undang Homor 18 Tahun 19??\t@ﬁtang~9ajék'f¢aﬁ-g
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Peraturan Pemerintah Homor 27 Tahunﬁ 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidanaj

Peraturan Pemerintah Nomor ¢ Tahun - 1988 tentang
K001d1;a51 Kegiatan Instansi VYertikal di Daerahy

Peraturan Punerlntah Nomor 20 Tahun: 1997 tentang

:_Ret:ibu&z Da@rahu

10.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ;2 Tahun
1977 tentang Pendaftaran Penduduk g

Peraturan Memteri Dalam Negeri Nomor_ss'Tahun 1984
tentarng Organisasi dan Tata Kerja 3ekretariat Wi-

. layah Kecamatang

13.

14,

. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994

tentaﬁg PelaKksanaan Aanggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; '

Pératuf&n Menteri Dalam Negeri Nomor i A Tahun 1995
tentang Penyvelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam
Kerangka Sistem.lnformasi Hanajemen Kapendudukan 8

Kabutuaan Menteri Dalam Negeri Homor'zs Tahun 1992
tentang Pedoman Organisasi dan Tata aeraa Sakireta~
riat wilayahiﬁaerah Tingkat II dan aahretaris Dewain

'Perwakllan Rahyat Daerah Tingkat 'II ;.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -45 Tahun 1992

- tentang Pokok~pokok Penyelengg&raan Sistem Infurma51

16.

Manasam&n D@partemen Dalam Heger' u

-Keputusan Manteri Calam Megeri Nomor 84 Tahun 1993

~-kentang Bentuk Peraturan Daurah dan Petaturau Daerah

17.

- tentang Spesifikasi = Blanke/Formulir/Buku serta =
CBarana  Penunjang Lainnva yang dipergunakan  Dalam

18.

19.

20.

P;rubahan H]

Keputusan Menteri Dalam Negeiri Nomor 1 A Tahun 1995

Penyelenggaraan Pendattaran Penduduk 3

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 A Tahun 1995
tentang Prosedur dan Tatacara Peényslenggaraan Pen—
daftaran penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi
Manajemen Kependudukan 3

Kaputusah Menteri Dalam Negeri Hmmmr'42 Tahun 1995

'tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang

Penyalengyalaaﬂ Pendaftaran Penduduk Dalam Karangka
Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Homorwla Tahun 1996
tentang Pedoman. B;aya Pelayanan Pandaftarar “Pandu-
dukz '

o
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21. Kebutusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996
tentang Harga Blanke dan Formulir-formulir  yang
Diﬁefguﬁakaﬁ'dalam Pelaksanaan Pendaftaran Pendudulky

2. Peﬁéturan Daerah Kabupatsn Daerah Tingkat 11 Jombeaiig
Momorr 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negari
Bipil di Lingkungan Pemerintah"ﬁabupaten Daerah
Tingkat 11 Jombang: o :

23. Peraturan Daerah Kabupatsn Daerah Tingkat II Jombang
Nomor 31  Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang
dan Sekretariat Dewan. Perwakilan Rakyvat  Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat IT Jombang.

Dengan persetujuan .Déwan.Perwakilah Rakvat Daerah Kabupaten bDaerah
Tingkat I1 Jombang, o

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TENTANG  PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN  PENDUDUK DALAM
KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN.

BRB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jombang

b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah  Kabupaten

Daerah Tingkat II Jombanyg. » b
C. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Oaerah
Tingkat 11 Jombang »
d. Penyelenggaraah_Pandaftaran Penduduk yang meirupakan
 bagian dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen
Kependudukan, adalah Kkeseluruhdn aspek kegiatan
pendattaran, pengolahan dan Penvajian informasi data
penduduk  termasuk renarbitan NIK, Kartu Keluarga,
Kartu Tanda Pendudu (KTP) dan Surat-surat Keterangan
Kependudukan ' _ . 5
Sistem Informasi Manajemen Kependudukin vang mel upa-
Kan bagian darifsistem Informasi Manajemen Departe-—
men . Dalam Negeri, adalah raﬁgkaian_unsurvunsurj_dan
Kegiatan pengumpulan, pengolahan dan  penyajian
informasi kKependudukan terpadu vang diperlukan dalam

- mendukung pelaksanaan Fungsi-fungsi utama Depatemen

, Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; - :

F. Penduduk, adalah setiap orang baik Warga Negara
Republik Indonesia maupun Warga Negara asing yang
bertempat tinggal tetap di  dalam wilavah HNsgara
Republik Indonesia. dan telah meEmenuhi Ketertuan
p@raturan‘perundang*undangan yvang berlaku u

&
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Penduduk Sementara, adalah Orang Asing vang berada
dalam W11ayah Negaza Republik Indone»za dengan izin
tlnggal ferbatas; _
Keluarga, adalah sekelompok arang _yang mendiami
sebagian atau seluruh bangunan vang tinggal bersama
dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada
oraﬁgvorang vang mempunyai tubungan danah saja atau
sesaolang yanhg meidiami sebagian atau seluruh ba-
ngunan yang mengurus kKeperluan hidupnya sendiri ;
Kepala Keluarga adalah @

1) Orang vyang bertempat tinggal dengdan orang lain
baik.*mempunyai hubungan darah maupun tidak wvang
bertanggung jawab dalam keluarga itu g

2) Oiang vang bertempat tinggal seorang Jdiri g

3) Kepala Kasatrlan, asrama, rumah platu dan lain—
lain dimana peberapa orang bertempat tinggal
bersama-—-sama:

_ﬁnggata'Keluargag-adalah mereka vang tercantum dalam

Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan maenjadi
tanggung jawab Kepala Keluarga

Nomor Induk Kependudukan yvang. selanjutnya dlslngkat
MIK, adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah -untuk sessorang vang telah didaftar sebagai
pendudulk:

Kartu heluarga Yaing aalanjutnya disingkat KK, adalah
Kartu wyang memuat data Kepala Keluarga dan semua
anggcua Keluarga

Kartu Tanda Penduduk vang selanjutnya disingkat KTP,
adalah Kartu sebagai bukti diri {legitimasi) bagi
setiap penduduk daiam wilavah Negara Ragublih Iiho-
nesiap; N
Buku Ircluk Penduduk, adalah buku yang memuat data
awal semua penduduk masing-masing Desa{ﬁelurahan;
Buku HMutasi, adalah buku yvang memuat catatan peruy-—
bahan data setlap panduduh di masing"masing Desa/
Kalurahan: :

Surat Keterangan Kapenduduhan, adalah bentuh Keluar-
an sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan
pendaftaran penduduk yang meliputi Burat Keterangan
Lahir, Surat Keterangan Mati, 3urat Keterangan Lahir
Mati, Surat Kekerangan Pindah, SBurat -~ Keterargan
Tempat Tinggal: -

Mutasi ‘Biodata, adalah perubahan data akibat ganti.
nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak,
pindah agama, gantl pekerjaan, tingkat pendidikan,
pisah kartu keluﬁrga_dan perubahan alamat tempat
tinggal ¥ _ o ' o '
Data Kependudukan aclalah Kumpulan- elemen data
penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil
pendattaran penduduk

Desa/Kelurahan, adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentasg Pemear intah-
an Desa.
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BAB IIX
HAK DAN KEWAJIBAN
“Pasal 2
Setiap Paﬁduduk <darn Pendudug' Sementara berhak
mendapatkan'palayanan dalam Panyalanggaraan Pendaftaran
Penduduk. '

Pasal 3

{1} Eétiap Penduduk. dan Penduduk Sementara wajib men-
daftarkan diri Kepada Pemerintah Daerah:

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
termasuk  juga kewajiban urtuk. melaporkan setiap
mutasi biodata yang terjadi. ' o

BAB III

NOMOR INOUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 4
(1) Setiap Penduduk Wajib memiliki NIKg
{2) &IE diberikan-kepada seseorang sejak yang beirsang—
Kutan didattar sebagai Penduduk di wilayah Negara

Republik Indonesia . :

{(3) HIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak
dapat dipergunakan oleh penduduk lain.

BAB IV

 PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama :
Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

'Paﬁal 5

(1) Betiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala
Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selam—
bat-lambatnya, 30 (tiga puluh) hari sejak  tanggal
Kelahiran » ' _

(2 P&iapcfan Kelahiran vang melébihi jangka waktu
sebagaimana dimaksud avat (1) Pasal ini dilaksana~
kan setelah nendapatkan persetujuan Camat ;.
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(3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal 1ini dicatat dalam buku Induk Penduduk serta
diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu
Keluarga yvang ditandatangani uléh Camat.

-_'Pasal &

(1) Kelahiran bayi vyang mati diatas 7 “(tujuh) bulan
usia kandungan wajib dilaporkan hepada Kepala Desa/
Kelurahan sat&mpat b

(2) Pelaporan helahlran s@bagaimana dlmahsud ayat (1)
Pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Lahir HMati.

~ Bagian Kedua E i
Pelaporan Kematian |

o Pazal 7

(1) setiap kematian wajib dilaporkan. Kepada Kepala
- Desa/Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambat-
nya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Kematian H

{2} Pelaporan kematian sebagaimana dimak$ud dalam avat

' (1) Pasal ini dicatat dalam Buku Induk dan Buku
Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan
Kematian dan Kartu Keluarga vyang ditandatangani
aleh Camat. -

Bagian Ketiga
Pendafttaran Perpindahan

Pasal 8

Betiap perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara
wajib dldaftarkan kepada Kepala Desa/ Kelurahan setam-
pat. : 2

Pasal ¢

{1} Betiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku
Induk  dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan
Burat Katerangan Plndah wang dltandatangan1 aleh

o Camat g

{2) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan
Penduduk Sementara diatur sebagai berikut :
d. Perpindahan antar Desa dalam satu Kecamatan dan
- perpindaban antar Kecamatan dalam satu Kabupaten
- Dasrah Tingkat IX diterbitkan Surat - Keteiangan
Pindah ditandatanganl oleh Camat 3
b. Perpindahan antar Kabupaten Daerah Tingkat II
dalam Propinsl Daerah Tingkat I diterbitkan
- Surat Keterangan Pindah vang ditandatangani oleh
Bupati Kepala Daerah Tingkat II:




-
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c,-Perplndahan antar Propinsl Daerah Tingkat I atau
ke luar  negeri  diterbitkan  Surat reterangan
_'Pindah yana ditandatangani oleh Gubernur Kepala
- Daerah Tingkat I.
Pasal 10

Perplndahan Panduduh dain vsuduouh Sementara dalam

lingkungan ' satu Desaf&elusahan hanya merupakan peru-
bahan alamét tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat
Keterangan Pindah. o

(1)

(23

e

(4)

(1)

(23

© Bagian Keempat
Pendaftaran Kedatangan

pasal 11

Keﬂat&ﬁgan Paenduduk Wairga =~ Indonesia yang

1diahibathan- perpmndah&n wadib ‘didaftarkan kepada
Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu

selmbat-lambatnya 14 (empat balas) hari kerja ssajak
kedatangan'

Kedatangah Penduduk  Warga Negara ﬁsing Ztau
pendudua sementara yang diakibatkan perpindahan
antai 5aurah dalam wilayah ﬁagara Repubbiik Indone-
sia wajib didattarkan kepadsa Bupatl Kepala Dasralh
dalam aangka waktu selambat- lambatnya 1 (satu) hari
hﬁraa $egah tanggal xadatangan,_

Kedatangan Penduduk 3Sementara dari Negara lain
wajib didaftarkan kepada Bupati Kepala Daerah dalam
Jangka - waktu selambat-lambatinya 14 (empat belas)
lkari kerja sejak tanggal Kedatangan;.

Eﬁndafféran'yaﬂg melebihi jangka waktu sebagaimana
dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini dapat
d;lahsanahan setelanh mendapatkan persetujuan Camat
bag; penduduh warga Negara Indonssia dan Guber nur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur bagi Peududuh

Wairga Hagara'asing atau Penduduk Sementara.

Pasal 12

pﬁﬁdafﬁaran ' kedatangan penduduk  Warga Negara
Indonesia diterbitkan Kartu Keluarga dan  dicatat
dalam Buku Induk Perduduk & '

Péndafﬁaran.beﬂatangaﬁ_pendudukﬁwarga.Nagara asing
diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk
dan Kartu Keluaiga serta dlcatat dalam Buku Induk

"Penduduh 4
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(3) Pendaftaran Penduduk Sementara diterbitkan Surat
Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan 3urat
Keterangan Tempat Tirggal serta dicatat dalam Buku
Induk Penduduk Sementara. ' '

Bagiéh Kelima
Pelaporan akibat Parubsihan
C Status Kewargansgaraan

haaal 13

(1) Perubahén Status Kewarganegaraan Yaig telah
mendapat  psnetapan dari Instansi  yvang berwenang
wajib dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah;

(2) Bupati Kepala baérah mencatat perubahan sebagaimana
~dimaksud ayat (1) Pasal ini dan menerbitkan 3urat
Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan j

- {3) ﬁtas“;ﬁerubahan‘étatus Kewétganegaraén vang telah .
' dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan {2)
Pasal ini dapat diterbitkan Kartu Keluarga.

:  Bagian Keenam
Ferubahan Status Kependudukan

Pasal 14

(1) Perubahan status Keperidudukan  dari Penduduk
Sgmentara menjadi penduduk Warga Negara Asing dapat
diberikan setelah yang bersangkutdn - mempercleh
Surat ‘Keterangan Kependudukan dari Instansi vyang
berwenang 3

(2) Perubahan status kependudukan sebagaimana dJdimaksud
ayat (1) Pasal ini didaftarkan kepada Bupati Kepala
Daeral untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftar—
an Penduduk @

(3) Pendattaran perubahan sebagaimana Jdimaksud avat (1)

dan (2} Pasal ini Jditerbitkan NIK dan Kartu Keluar-

da .

Bagian Ketujuh
Mutasi Bicdata

Pasal 15

Setiap - terjadi Mutasi Biodata wajib didaftarkan
kepada Kevala Desas/RKelurahan. o
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Pasal 18

ﬁéﬁdaftaran ‘Mutasi Biodata »ebagaimana d*makaud

dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini. dlcatat dalam Buku

Induk Pewduduk dan Buku Mutasi Penduduk dal diterbitkan
Kartu Keluaiga dan Kartu Tanda Peududuk

BAB v
- KARTY KELUARGA
Pasal 17

{1 Setiapj. Kepala Keluarga wajil mémiliki Kartu
Keluarga,; ' ' S

(2) Dalmm Kartu Keluarga dlcatat data Kepala Keluarga
dan data SEMUS anggata heluarga- o

Pasal.la

Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat dalam
rangkap 4 (empat) dan diberikan Kepada masing~masing
- Kepala Keluarga (lembar per tama) C
- Camat . (lembar keduals

- K@pala Desa/Kelurahan (lembar hatiga), ,

Ketua RT. (lembar keempat).
| BAB VI
KARTU TANDA PENDUDUK
Pasal 19
{1) oetlap-penduduh vang telah berusia 17 (tujuh belas)
tahun atau telah dan atau parnah kawin wajib memi-

1iki hartu Tanda Penduduk 3

(z) Setiap} Penduduk  hanva memiliki satﬁ kKartu - Tanda
Pendudgk . ' ' f

{(3) Kartu Tanda Penduduh warga Negaaa H$iﬁg, diberikan

hetenangan WNAL.
Pasal 20

(1) Kaity. taﬂda Pafduduk berlaku 3 (tiga} tahun dan
dapat dlperpanaang dangan diterbitkan Kartu Tanda
Panduduh bary

(2) Bagi Penduduh Warga Indomesia vang berusia 60 (enam
puluh) -tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Penduduk
Yang barlaku SEUmUT hidup z
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(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud avat (2) Pasal ini

hanya berlaku bagi Warga HNegara Indonesia vyang

bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung

ataupuﬁ tidak langsung dengarn Gtganisasi’?erlarang,
Pasal 21

Rartu  Tanda Penduduk ditandaﬁangani oleir Camat
atas nama Bupati Kepala Daerah. '

BAB VII
PENGELOLAAN DATA PELAPORAN

Bagian Pertama
Data Kependudukan

Pasal 22

{1} Data kependudukan merupakan dokumen Pemerxntah vang

dlpelxhasa Jdan dilindungl H

{2) Data Kependudukan sebagail Kumpulan elemen data
terstruktur dipercleh dari hasil pendattaran
paenduduak.

- Baglan Kedua
Pengelolaan Data

Pasal 23

Pengelolaan Dats  Kepe endudukan untuk kKegiatan

'pényelenggaiaan Pencgattaran P&nduduk dxlaksanahan"oleh
- Aparat Kepanduduhan di Dasrah.

Pasal 24

(1) Data = Keperdudukan yang diperoleh dari  hasil
Penvelenggaraan Pendaftaran Penduduk secara fisik'
disimpan Jdi Kantor Pengolahan Data Elektrohik
Pemerintah Dasrah.

(2 Kantor ?engolahan Data E£lekbronik Pemerlntan Daerah

mengalah Data Kependudukan sebagaimana vang dimak-
sud ayat (1) Pasal ini untuk memenuhi kebutuhan
Instansi Pemerintah dan Pihak Swasta di Daerah.
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Bagian Ketiga
Qalapcrau '

Pasal 25

(1) Kepala Desa/Kelurahan wajib melaporkan data hasil
-Péﬁdaftaraﬁjﬁenduduk di Wilayahpva vang disampaikan
kepada Camat setiap bulan dan triwulan sekalij

{(2) Ccamat wajib melaporkan data hasil pendaftaran
Penduduk di wilayahnya kepada Bupati KEpala Daarah
setidp bulan dan triwulan &ehalz,

(3) BupaL1 -Kepa1a anrah waiib me}aporkan data hasil
pendaftaran penduduk di Wilayahinya Kepada Gubernur

‘Kepala Daerah TingKat I Jawa Timur setiap bulan dan
trivulan sekali. '

BAB YIII

pROoEQUR TﬁTﬁﬁ&Rﬁ PEH?&LtHGGﬁRﬁﬁN
' PENG&FTQRQN PENDUDUK

Pasal 26

Prc&edur ﬁan Tatacara Penyelenggaraan Pepdattaran

-Petduauk telmasuk Ketentuan mengenai bentuk dan Kompo-
_Elbl HIK, bentuk dan isi Buku/Formulir serta bentuk dan

isi Laporan Kependuoukan adalah sebagalmana tarcantum

‘dalam ;apolan I, I dapn III Peraturan Daerah ini.

EQB IX

ﬁIﬁYﬁ PELQ‘QNQN PENV&LENGG&RQ&H
PENDQFTQRQN PENDUDUK

'Pasal 27

(1) Biayva pelayanan dalam rangka Penyelenggaraan Pen-
dattaran Penduduk adalah sebagai berikut o

a. Harga Blanko Kartu Keluarda (KK) ditetapkan

‘sebesar Rp.1.060,00 (seribu.enam pulub rupiah).

- per set:
b. Harga Blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditambah -
_plastik T laminating ditetapkan sebesai

Rp.1.675,00 (seribu enam ratus tu:uh puluh  lima
iupxahj per lembar g _ : ' '
c. Harga Foraulir Pendartaran'Panduduk!Surat Kate-
©orangain Rependudukan lainnyafditetapkan, sebesar
" Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh) per set:
d. Biaya Penerbitan Kartu Keluarga (KK) .ditetapkan
- sebesar Rp.1.500,00 (seribu 1ima ratus rupiah)
U oper set -
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e. Biava Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Warga Megara Indonesia (WNI) sebesar  Rp.
Z.000,00 (tiga ribu rupiah) per lembar o '

- f. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

(1)

)

3

(

Warga NMegara aAsing (WN&) sebssar  Rp. 5.0D0,00
(lima ribu rupiah) per lembar: '

g. Biaya Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan
lainnya ditetapkan sebesar Rp. 1.550,00 (seribu
lima ratus lima puluh vupiah) per set.

Biava pelavanhan sebagaimana dimaksud ayvat (1) Pasal
ini dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belan—
ja Daerah sebagai penerzmaan Daerah.

BaB X
KETENTUAN PIDANS

Pasal 28

Pelanggaran atau kKelalaian terhadap Ketentuan—
Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1),
Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal
11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17
ayat (1), Pasal 19 ayat (1) Peraturan Oaerah ini
dikenakan hukuman pidana RKururmgan saléma—lamanya -3
{tiga) bulan atau denda setinggi-tingginva Rp.
50,000, - (lima puluh ribu rupiah) ;

Tindak 'pidana sebagaimana i maks ud avat (1) Pasal
ini, adalah pelanggaran.

BAB %I
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasai 29

Selain pejabat - penyidik Polisi Negara Republik
Indonesia vang bertugas menyvidik tindak pidana,
penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan Jjuga
oleh Panyidik Pegawai MNegeri Sipil di lingkungan
Pemarintah Daerah vang pengangkat&nnya ditetapkarn
sesuai dengan Perundandg-undangan vang berlakug

Pejabat Penyidik Pegawai Mege

dimakaud pada avat (1) paﬁal

m.mg._. _ )

a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang
tentang adanya tindak pidanay

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tamv
pat kKejadian dan melakukan pemerikaaan, _

C. menyuruh berhenti seorang tersangka <dan memer k-
sa tanda pengenal dJdiri tersangkay

d. melakukan penyitaan benda dan atau suraty

e. mehgamibil sidik jari dan memotret seseorang:

siri Ripil  sebagaimana
i’ mempunyai wewe-—




f. maménggil orang untuk didengar dan diperiksa
sebagal tersangka atau saksi;

[ % mandatangkan orang ahli vang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksa&n perkarasz

he menghentlkan penyidikan setelah mendapat petun—
juk ‘bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peris-

 tiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

selanjutnya memberitahukan hal tersebut Kkepada
penuntut umum tersangka atad keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

FPasal 30'

Kartu® Kaluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta
forpulir-formulir yang ada sekarang tetap berlaku,
sabalum diganti berdasarkan Paraturan Daerah ini.

_ BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pera-
turan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor
1 Tahun 19?8 taentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Pendu~
duk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran
‘Penduduka, dengan segala perubahannya dinvatakan dJdica~
but dan tldak e Lak lagi_ :

Pasal 32

Peratuian Daerah ini mulai berlahu pada  tanggal
'diundangkah.
CAgar setlap orang dapat mengetahuinya memerintah-
kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempat—
annya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |
I Jombang.

Ditetapkan di Jombang ‘
pada tanggal 27 Januari 1998 : |

Lﬁ DAERAH TINGKAT II

Drsi:/MOH. HUSNI ABDUL MADJIID




LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR =25 TAHUN 1997

- TANGGAL : 27 JANUARI 1998

'PROSEDUR DAN TATA CﬂRﬂ PENYELENGGARQAN psmnﬁtaann;_psnnunux

I. PROBEDUR DAN T% ﬁ CﬁRH PENEREITQN hﬁRTU KaLUﬁRGﬁ
A. Pen;elasan Umum. _

1. Kartu Keluarga atau d151ngkat KK @&adalah catatan-catatan
atau'katalangan yang memuat data setiap Kapala Keluarga dan
Anggota Kéluarga lainnva yang wajib dimilikifsetiap keluar—
ga; ) -

2. Apabila tergadl perubahan yang disebabkan oleh kKelahirvan,
hematlan,' perhawinan!p&rceraian dan Kedatangan, maka - akan
terjadi perubahan Kartu Keluarga; '

3. Kartu Keluarga dlterblthan ranghap 4 (empat) dan  ditanda-
tangani oleh Camat dengan klasifikasi distribusi sebagai
berlhut. _ | '

a. Kepala KQIUarga (Lembar I),
b. Camat (Lembar II); T
c. Kepala De»af&elu1ahan (Lembar III)y
d. Ketua RT (Lembar IV)
B. Persyaratan Penerbitan
1. Surat Pengantar dari RT}RW;
2. Kartu Keluarga Lama;

3. AKte Perhaw1nanfpefcera1an,"
4. AKte Kelahlran, B
5. Akte P81gangkatan Anakyz |
' 6. SBurat Katerangan Ganti Nama, _ LT
7. Birat Keterangan Pandaftaran Penduduh (oKPP) bagl penduduk
WA
8. heterangan Pagah Bangsa ﬁsing bagl WHA. -
C. Bentuk Masukan : |
1. Formulir Permohonan Kartu Keluarga {Hadel FS-Ol),
2. Formulir bean Blodata Penduduk (Mudel Faﬁoz)

O, Bentuk Kaluaran:
- Kartu Keluarga (Model 03-01).




E. Prossadur penyelenégaraan.

1.

PﬁudggybiﬁgpgléWK§AU§£QaWQ§Lhemajimmm B
a. Mengisi Formulir Permahonan Kartu Keluarga (Formullr

Moclel Fa~01} dan. mengisl Formulir Isian Biodata Penduduk

(Formulir Model F3~02) yang memnuat balh Kepala Keluairga
maupun set1ap ‘anggota heluarga,__

b, Melamplrkan pessyarat&n yang dxbutuhkan,;_

Qaéafﬁelgrahan_ﬁgtheu@;;ban-

a. Menerima --dan -meneliti berkas pendaftaran penduduk
(Formulir todel Fo—01 dan’ Formulii Model F5-02 serta
persyaratanﬁya),

b. Mensliti kelengkapan berkas pandaftaran penduduk;

G Membenlkan le51 tanda terima pendaftaran (Formulir Model
F3-01 lembar III); ;

d. Mengarsipkai Formulir Model F3-OL lembar IIj

 e. Menyiapkan éan mengifimkan berkas pendaftaran penduduk

(Formulir Hodel F3-01 lembar I dan Formu;xr F2-02 serta
pe&syaratanﬁya) ke Kecamatan. ' .
Kecamatarn., bethﬁwg;$ban-.
3. Menenlma dgﬁ“ meneliﬁi berhas pendaftaran

(Formulir Model F8-01 lembar I dan Fo;mu;;r Modal?f#3562-?:'

serta persyaratannya) dari Besa‘ﬁelu?ahan,

b. Melakukan perekaman data sesuai Foxmulll Hodei%{FG«Ol'

lembar L dan‘rarmulir_ﬁodel F3-023
C. Mengarsipkan berkas pendaftaran pendudu

d. Melakukan pangiriman hasil perekaman data dalam ‘bentuk

file Komputer ke Kabupaten melalui sara telepon atau
disket.

Kabupaxen b@rhawaalb#n-

a. Melakukan prcses panarimaan hasil perehaman data dari

Kecamatang

b. Malahuhan proseb pemutahhiran Banh Data hepandudukan'

c. Melakuhan proses penarbltan Kartu Keluarga"

d. Melakukan pgngirlman Kartu Keluarga ke Kecamatan:

e. Melakukan 'prbséé‘ pengiriman hasil penééiahan ddata ke
Kecamatan dan’ Propipsi melalui Saranaf_Telepun atau
disket. - o o |

“Kecamatan berkewaiiban:

a. Menerima, mwuéllti dan menandatanganl “Kartu Keluarga
dalam ranghat 4 (empat},_ o '_ &

b. Manylaphan dan mengirimnan Kaitu Keluaiga (Model 68~01)
lembar I, IV dan III ke Kantor DeaafKelurahan sedangkan
lembar II diars1pkan dl Kacamatan,




TS

C. Melakukan proses'pémutakhiran bata Kepeﬁdudukan berda-
sarkan_hasil pengolaban data vang diﬁerima dari Kabupa-
ten. -

Pesal/Keluraban. berkewaiiban:

a. Menerima resi tanda terima pandaftalan penduduk dan
menyerarkan Kartu Keluarga lembar I kepada Penduduk yvang
bersangkutan: 7 , _

b. Menyetahﬁaniﬁaftu Keluargallembaf-Iv Kepada Pengurus RT3

c. Mengarsipkan Kartu. Keluarga lembar IIIj

d. Mencatat data panduduh berdasarkan Kartu Kaluaaga dalam
Buku Induh Penduduk.

II. PROSEDUR DAN TﬁTﬁ CARA PENQHFTARHN PERUBAHAN STATUS PENDUDUK
SEMENTARA

A.

Penjelasan Umum,

- 3Betiap perubahan staﬁus.Pehduduk S@mentgfé wajib didaftarkan

kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.

8. Persyaratan Pandaftaran-

1. Surat Pengantar dari RTJRN'
2. Kartu Keluargay N . .
. Burat Katecangan Tempat Tinggal - (QKTT] bagi Penduduh Seman-
taras ‘
4. AKte Perkéﬁihahiperéeraiah:
5. Surat Ganti Mama dari Pengadilan Negerijg
5. 3urat Kuterangan Pengangkatan anak dari Pangadilan Hegeri;
7. Katenangan Pajak Bangsa Asing bagi WNﬁ
Pirosedur Penyelenggara&n,]”_ .
1. Pel E!-.PQI.LK?Qﬂlﬂ..m}(ﬁl&@_&.ﬁﬁwﬁﬁt...h- ewajiban @
a. Mengisi Forwmulir Perubahan Biodata Penduduk (Formulir
Model F3-0L A):
b. Melampxahan parsyaratan vang dibutuhhan. :

2. Qﬁsafmelmgglxajw berb@wa;uban

a. Menerima dan meneliti berkas pendafuaran mutasi  biodata
(Formullr Model F3-01 & dan persyaratannya);

b. Membeirikan resi tanda terlma pwndaftaran (Fornulir Model
F3-01 & lembar IXI); o o

c. Mengarsipkan Formulir Model F35-0L A lembar Iy

d. Menyiapkan dan  mengirimkan berkas Lpehdaftaran mutasi
biodata (Formulir Hodel F3-0l1 A ;embar I dan persyara-
tannya) ke Kecamataﬁ, '




5. Kagamaﬁéﬂ berh.. 1iiban @
-3 Menerima dan meneliti berkas pendaftaran mutas1 biodata

(Formulln Model FS8-01 A lembar I dan persyaratannya)
dari Desa/Kelurahan; :
b. Melakukan ﬁarekaman data sesual Formulir Model FS-0L A
. lembar Iy o
e Nengar“lphan berkas pendaftaran mutasi biodataj
d. Melakukan pengiriman hasil perekaman data dalam bentuk
file ke koéputer Kabupaten melaiu sarana telepon atau
disket; | '
- 4. ﬂﬂbupazgﬂmharhgwﬂllban :
B a. Melakukan- praaes-p&neriméan hasii-perekaman data dari
Kecamatang
b. Melakukan proses verifikasi dan pamutakﬁiran data ke
Bank Data- Kependudukany - |

Cu Melahukan proses panerbltan Kartu K@luargan
- d. Nenglrlmkan Kartu Kelua;ga ke Kecamatan:
e. Melakukan pengiriman hasil proses data dalam bentuk file
komput@r ke Kecamatan dan Propinsi mela1u1 disket.
5-.Kggamataﬂ.berhewaaiban LA
a. Melakukan pemutakhiran data kependudukan berdasarkan
hasil proses data vang diterima dari Kabupaten:
b. Mererima, meneliti danamenandatahgani Kartu keluarga
rangkat 4 (empat): 2
C. Hengars1pkan Kartu Keluarga 1embar Il
L o R - Mengxrimhan Kartu. Keluarga ke Kantor Desa/Kelurahan.
i 6. Desa/Kelurahan : |
: d. Menarima resi tanda terima pendaftaran dan menverahkan
Karty Keluarga lambar I Kepada penduduk vang bersangku-
tany A :
. Menyarahkan Kartu Keluaiga lembar 1y hepada Penguirus BT
¢. MengarsipKkan Kartu Keluarga lembar IXI;
d. Mencatat data mutasi biodata berdasarkan Kartu Keluarga
.dalam bentuh Buku Induk Pandudukn

ITI. PROSEDUR DAN TAT& CARA PEN?ELENQ@&RQQN ISIAN BIODﬁTﬁ PENDUDUK
A. Penjelasan Umum
1. Betiap Isian. Biodata Penduduk wajib fdidaftarkan Kepada
~Kepala DesafKeiuréhan“setémﬁat;' ' ' '




[

L

2. Pendaftaran tersebut harus dilampiri:

d.

Kartu Keluairga bagi pemohon vang ganti nama, mnutasi
perubahan status perkawinan; agama, pendidikan pekeir—
Jaaﬁ, plsah hartu heluarga dan perubahan ‘alamat tempat

tlnggal" ,
Kartu Tanda Pendudulk bagi mutabi perubahnn alamat tempat

- tinggal, pekerjaan, agama dan status perkawinan;

Surat Ketarangan Tempat Tinggal bagl_ mutasi perubahai
alamat tempat tinggal penduduh aam@ntara.,

B. Parsyaratan Pendaftarah_
1. Surat Pengantar dari RT/RW:

2.
.
4.

5.

6. Surat Ganti Nama dari Pengadilan Negeri:

7.
8.
F.

1.

Kartu Keluarga;

Kartu Tamnda Penduduk"-

Surat” Kataiangan Tampat Tinggal (oKTT) bagi panduduk semen—
tarag ‘

Akte Perkawinahjperceraian;

Burat Keterangan Pengangkatan anak dari ‘Pengadilan Negeri“ s
Keterangan Pajak Sangsa Asing bagi WNAy

Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebahyak 3 (tlga} Iembar untuk
mutasi yang mengakKibatkan perubahan pada Kartu Tanda Pendu-
duk  (KTR).

ProsedU| Penyelenggara&n

Palgpcxfﬁﬁpﬁlauﬂelyﬁlg@ k@Lh@Né&abaﬁ :

& .

.

Mengisi Formulir Pexubahan Biodata Penduduh (Formulir
Hodel F3-02):
Helampirkan-parsyaratan yang dibutuhkan.

D@ﬁﬁf&%&&ﬁ@bﬁm-b@ﬂbewas;ban z

&

b

C.

Menarima dan meneliti berkas pendaftaran mutasl biodata
(Formulir quel_Fa-Gz dan persyaratannya),

Mengarsipkan Formulir Model F3-02 lembar I;
Menyiapkan dan mengirimkan berkas 'pendaftaran mutasi
biodata (Formulir Model FS-02 lembar I,;dan persyara-
tannya) Ke Kecamatany - ' -

Kecamatan berkewaiiban :

& .

.

L

Menerima dan meneliti berkas pendaftaran mutasi biodata
(Formulir Model FS$-02 lembar. I dan persyaéatannya) dari
Desa Kelurahan“ '

Melakukan' peiekaman data sesuai Falmullr Model F3-02
lembar I: : :
ﬁengarsipkah-befkas pendafttaran mutasi'biﬁdata;




-

d. Melakukan pengiriman hasil perekamaﬁ data dalam bentuk
file Eéfkbmbu%éf Kabupaten melalu séﬁaha'-telapon‘ atau
disket;' o |

Kabupaten berkewaiiban @

a. Melakukan prdseﬁ_pénekimaan'hasil perekaman data dari
Kecamatany . | - N _ '

b. Melakukan proses verifikasi dan pemutakhiran data Ke
Bank Data Kependudukan; ,

C. Helahuhgn proses  penerbitan Kartu Keluarga dan atau

berikut. Kartu Tanda Penduduk untuh Penduduk  WNI atau
pendudulk WA _ -

d. Mengirlmhan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ke
Kecamatan' ‘ . L

. Helahukan pengiriman ha511 p?OSEb data dalam bentuk file
komputer Ke Kecamatan <dan Propinsi melalui sarana tele-—
pon atau disket. |

KﬁanQIQD*Qﬁrhewﬁligéﬂ 5 : : -

& .. Helahuhan pemutakh;;an cdata kepen@Udukan berdasarkan
hasil p;oses data vang diterima dari;Kabupaten;

. Menerima, méneliti- dan menandatangani Karty Keluarga
rangkat 4 (ampat). o

= Mengarsipkan Kartu Keluarga lambar II

- d. Mengirimkan Kartu Keluarga ke KantcrjﬂesaZKelurahan.

1.

2.

Resa/Kelurahan @

g Menarima rasx tazda terlma pandaftavaﬁ dan menyerahkaﬁ

Kartu Keluarga lembar'I kepada penduduh yvang bersangku-—
tan; :

. ﬁenyerahhan Karbu Keluarga lembar IV: kep&ga Pengurus RT3

G Hangarsxphan &a:tu Keluarga lembar‘III-'~“:'

d. Hencatat data mutasi biodata berdasarkan Kartu Kgluqrgg_
dalam bentuk Buku Induk Penduduk. ' .

'PROSEDUR DAN TATA CARA PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK  (PERMOHO-
NAN BARU, PERPANJANGAN DAN PENGGANTIAN KTP).

a. Penjelasan Umum.

Kartu Tanda Penduﬁuh (RKTP) adalah suatu tanda bukti  diri
vang diterbitkan cleh Pemerlntah bagi $et1ap penduduk  baik
WNI  maupun orang asing yang_bertempat}tinggal di Wilavah
Republik- Indonesiay : o

KTP diberikan kepada pandudua varg telah berusia 17 - {tuduh
belas tahun) dan atau pernah kawing |




Y

3. Penerbitan KTP juga dilakukan Karena habis masa berlakunva,
hiiahg» rusak dan akibatfterjadinya perubahan nama, alamat
;empat-tinggai; status perkawinan, agama, pekarjaan. status
kawarganegaﬁ&aﬁ; ' ' o

4. KT? unbuk  Warga Negaras Asing diberikar tambahan tulisan
WHA, saaajar-dgngan HIK.

B. Persyaratan Penerbitan"
B.1. Eﬁmbggtaﬂ,hgrzamlénggmegngggghmﬁﬁ
1. 3urat Pengantar dari RT/RuW:

2. Kartu Kaluarga" _

"%, pas Fotd ukuran 3 x 4 cm sabanyak 3 (tiga) lembar,
dengahrtampak waialh meliputi 70% (tujub puluh persen)
bidang foto dan dengan latar belakang warna putih.

B.2. Perpaniangan.Karty. Tanda, Pendudul s

1. 3urat Pengantar RTFRW;

2. Kartl Keluargas |

X, KTP vang telah habis masa berlakunyay

4. Pas 'fetaf.uquap 3 % 4 cm sebanyak 3  (tiga) lembar,
dengan . té%pak wajah h&liput{ 703 (tujuh'puluh persen)
bidang feto dan dengan latar belahang warna putxh,

- AL Burat Pangantar RTwa"
2. Kartu Keluarga;
3. KTP yang ru&ah". . , : o _
4. Pas fota ukuran 3 . x 4 cm bebauydk X {figa)' lemSaf*
dengan tampak wajah meliputi 70 % (tu;uh puluh parsan}
bidang fate dan déﬁgan latar belakang warna putihg
- 5. Burat Katerangan d&rl kepolisian bagl yang ‘mereka. yang
| kehllaﬁgan KTPﬂ
' .C,_Bentuk Masukan:
- Formulir Peimahenan Kartu Tanda Penduduk (Model F8-03}.
0. Bentuk Keluaran,.f
. - Rartiu Tanda Pwﬁ ucluiby (Mod&l 05-033.
L E.-Prandu: Penerbitan:
S 1. Egnduduh/bamahan berkewaiiban
7 aurﬁenglsl formulir permchonan Kartu Tanda Penduduk (Formu-
-! ' —'_.1.4.1‘ Modke ] F"a*"f!ﬁ), _ : B L
s b.'Nelampinhan persyaratan vang dzbutuhhan,
2. Qﬁ?éﬁﬁglut&h@ﬂuhﬁyheﬂéli&&ﬂ - ,
a_ Menerima dan menaliti berkas permahonan'*KTP (Formulir

Model FB8-03 dan persyaratannyaly .




